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ABSTRAK
Program wisata halal sebenarnya sangat positif apabila diimplementasikan dalam rangka meningkatkan
kunjungan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun demikian, masyarakat di sekitar kawasan
wisata Danau Toba menolak rencana program wisata halal yang digulirkan pemerintah daerah. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penolakan masyarakat terhadap pencanangan wisata halal yang
digagas oleh pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan
studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemerintah daerah
tidak sepenuhnya memahami tradisi (kearifan lokal) yang hidup pada masayarakat di sekitar kawasan
wisata Danau Toba; dan (2) meskipun dimensi logos sudah diterapkan dengan mengajukan argumentasi
yang memadai, namun dua dimensi lainnya, yaitu ethos dan pathos belum diterapkan dengan maksimal
sehingga menghambat proses komunikasi yang berlangsung.

Kata kunci: Ethos, pathos, logos, wisata halal, Danau Toba

ABSTRACT
Halal tourism program is actually very positive if implemented in order to increase visits by both local and
foreign tourists. However, the community around Danau Toba rejected halal tourism program planned by the
local government. This study aims to determine the cause of public rejection of the launching of halal tourism
which was initiated by the local government. Using a qualitative descriptive approach, this study uses literature
studies as a data collection technique. The results showed: (1) the local government did not fully understand the
tradition (local wisdom) that lived in the communities around Danau Toba area; and (2) although the logos
dimension has been applied by submitting thw adequate arguments, two other dimensions, namely ethos and
pathos, have not been applied to the maximum so that it inhibits the ongoing communication process.

Keywords: Ethos, pathos, logos, halal tourism, Danau Toba

PENDAHULUAN
Pemerintah daerah mempunyai peran signifikan untuk memajukan daerah dengan melihat

berbagai potensi kedaerahan yang dimilikinya. Salah satu potensi kedaerahan yang sangat
mungkin dikembangkan ialah sektor pariwisata (Bahrudin 2017; Colina 2016; Kumala,
Soelistyo, and Nuraini 2017; Simamora and Sinaga 2016). Diversifikasi sektor pariwisata
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pun semakin mengalami perkembangan, misalnya mulai semarak apa yang disebut wisata
religi (Anam 2017; Annisarizki and Sucahya 2018; Chotib 2015; Machin and Khoiruddin 2017)
atau wisata halal (Fahham 2017; Maryati 2019; Rimet 2019; Subarkah 2018) yang semakin
banyak dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, negara berpenduduk nonmuslim pun banyak yang mengembangkan wisata
halal, dikenal dengan istilah friendly tourism atau sharia tourism; tujuan utamanya ialah
mendorong kunjungan wisatawan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama
Islam. Dalam laporan mengenai perekonomian Islam dunia periode 2017/2018 dijelaskan
bahwa terdapat enam sektor ekonomi global yang terkait istilah halal: makanan (halal food),
keuangan (islamic finance), pariwisata (halal travel), mode/pakaian (modest fashion), media
(halal media & recreation), farmasi (halal pharmaceuticals & cosmetics) (Thomson Reuters
and Dinar Standard 2018).

Di Indonesia sendiri, pariwisata halal memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai upaya
mengembangkan industri pariwisata nasional (Faza 2019; Jaelani 2017; Rohman and Fauzi
2016; Widagdo and Rokhlinasari 2017). Dalam konteks ini, dapatlah dikatakan bahwa
sebagian daerah di Indonesia sudah mulai mempersiapkan diri, atau bahkan sudah
mengimplementasikan wisata halal di daerahnya. Namun demikian, terdapat juga daerah
yang mengalami kendala ketika ingin mengembangkan potensi wisata halal di daerahnya,
salah satunya adalah Danau Toba ketika ingin dicanangkan sebagai destinasi wisata halal.

Ketika Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mulai mencanangkan wisata halal untuk
Danau Toba, muncul penolakan dari masyarakat sekitar hingga menimbulkan suatu polemik
yang cukup tajam. Untuk masyarakat di sekitar Danau Toba, upaya pencanangan Danau
Toba sebagai destinasi wisata halal dianggap dapat mengusik tradisi yang diwarisi secara
turun temurun. Tradisi yang dimaksud terkait dengan mengkonsumsi daging babi, yang biasa
dilakukan dalam setiap upacara adat atau pesta pernikahan, ketika berkabung, dan ketika
memberi tongkat (mambere tukkot) kepada orang yang sudah sepuh.

Bagi sebagian suku Batak itu sendiri, seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Dairi, Batak
Simalungun dan Batak Angkola, menghidangkan daging babi dengan berbagai cara sudah
menjadi kearifan lokal tersendiri. Sebab itulah, memelihara babi di halaman rumah atau
dilepas begitu saja sudah menjadi pemandangan yang biasa di sebagian daerah suku Batak.

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi sendiri telah mengklarifikasi bahwa tidak ada
niat untuk menghilangkan budaya atau mengecilkan agama tertentu (Sianturi 2019).
Menurutnya, polemik yang terjadi ini lebih disebabkan salah penafsiran terhadap maksud
pencanangan wisata halal bagi kawasan wisata Danau Toba. Tetapi pada sisi lain, masalah
ini juga tak terlepas dari masalah multikulturalisme yang sangat melekat erat pada bangsa
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Indonesia (Hemafitria 2019; Widiyanarti 2017). Terlebih di Sumatera Utara ada beberapa
etnis dan ras, seperti Batak, Melayu, Nias, Cina, India, dan etnis-etnis lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, tentu ada banyak permasalahan yang bisa diangkat
dan dianalisis secara mendalam. Akan tetapi, penelitian ini akan difokuskan pada masalah
polemik yang muncul di tengah masyarakat di sekitar kawasan wisata Danau Toba terkait
pencanangan wisata halal di kawasan wisata Danau Toba. Pada fokus penelitian tersebut,
tujuan yang hendak dicapai ialah menemukan penyebab timbulnya penolakan masyarakat
terkait pencanangan wisata halal yang digagas Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Program wisata halal sebenarnya sangat positif apabila diterapkan, terutama untuk
menarik wisatawan asing. Dalam hal ini, tentunya ada berbagai manfaat yang bisa didapat
daerah, terutama bagi peningkatan ekonomi, terlebih masyarakat di sekitar daerah wisata.
Namun dalam konteks pencanangan wisata halal di kawasan wisata Danau Toba, kendala
yang muncul tak sebatas pada kendala teknis atau strategi menarik kunjungan wisatawan,
namun lebih kepada penolakan dari masyarakat sekitar, yang kemudian menyisakan suatu
persoalan komunikasi (politik) yang tidak tuntas. Terlebih, komunikasi politik yang akan
dilakukan sejatinya harus mampu menyambung semua bagian yang terdapat dalam sistem
politik sehingga seluruh aspirasi dan kepentingan beragam pihak bisa dikonversi menjadi
kebijakan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi komunikator adalah Gubernur Sumatera Utara Edy
Rahmayadi, sementara yang menjadi komunikan terutama adalah masayarakat yang berada
di kawasan Danau Toba, yang dalam konteks ini akan terdampak secara langsung apabila
kebijakan pencanangan wisata halal bagi kawasan wisata Danau Toba diterapkan. Sementara
itu, seorang komunikator yang memiliki tujuan memengaruhi komunikannya, harus menyadari
pentingnya kompetensi komunikasi supaya pesan yang disampaikannya bisa mudah diterima
(Almonkari and Isotalus 2012; Morreale, Osborn, and Pearson 2000; Verma 2013).

Lebih jauh, penting kiranya memperhatikan dua asumsi retoris yang dikemukakan
Aristoteles, yang menyebutkan bahwa komunikator (politik) harus mempertimbangkan 2 hal
ketika hendak menyampaikan sebuah gagasan kepada khalayaknya: (1) mengenal atau
memahami khalayak dengan baik; dan (2) menggunakan beberapa bukti dalam presentasi.
Khalayak sendiri merupakan pusat dari pembicara. Jadi, komunikator harus memikirkan apa
saja yang terkait dengan khalayak dan latar belakangnya, meliputi motivasi khalayak,
keputusannya, kebiasaannya, ideologinya, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan lain
sebagainya. Upaya menganalisis khalayak ini juga menjadi amat penting karena khalayak
tidak selalu terbuka menerima argumentasi rasional  (West and Turner 2017).
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Sementara itu, bukti-bukti yang dimaksud oleh Aristoteles merujuk cara-cara untuk
melakukan persuasi: ethos, pathos, dan logos. Ethos merujuk pada karakter, intelegensia,
dan niat baik yang diperlihatkan dalam pesan yang disampaikannya. Menurut Aristoteles,
pesan yang disampaikan oleh orang yang terpercaya akan lebih persuasif dibanding pesan
yang disampaikan oleh orang yang dipertanyakan kejujurannya. Pathos berkaitan dengan
kemampuan membangkitkan emosi pendengar (komunikan); apa yang dialami pendengar
menjadi bukti keberhasilan pathos seorang komunikator, misalnya emosi mereka digugah
dan pendengar menilai dengan cara berbeda pada saat rasa bahagia, sakit, benci atau takut
memengaruhi mereka. Pathos juga dapat dilihat dari pemilihan topik pesan yang memiliki
daya tarik bagi pendengar (komunikan) sehingga akan membangkitkan ketertarikan atau
simpati dari pendengar (komunikan). Sementara itu, logos adalah bukti logis yang dipakai
oleh pembicara: argumentasi, rasionalisasi dan wacana, termasuk penggunaan klaim logis
dan bahasa yang jelas (diksi yang tepat).

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur sebagai

teknik pengumpulan data. Data-data diperoleh dari berbagai jurnal, dokumen, buku teks,
dan surat kabar baik cetak maupun online. Data-data yang sudah terkumpul ini kemudian
diolah dan dianalisis secara kronologis. Penelitian kajian literatur sendiri ingin mengkaji,
mengkritik, dan mensintesiskan secara terpadu data sekunder terkait topik penelitian agar
menghasilkan perspektif baru terkait topik tersebut (Zed 2004).

PEMBAHASAN
Program wisata halal sebenarnya sangat positif apabila diimplementasikan, terutama

guna menarik wisatawan asing. Dalam hal ini, tentunya ada berbagai manfaat yang bisa
didapat bagi peningkatan ekonomi terutama pada masyarakat di sekitar daerah wisata (Faza
2019; Jaelani 2017; Rohman and Fauzi 2016; Widagdo and Rokhlinasari 2017). Namun, kondisi
yang terjadi di Sumatera Utara justru berbeda dengan kebanyakan daerah lain yang sudah
berhasil mengembangkan wisata halal.

Masyarakat sekitar Danau Toba dengan tegas menolak rencana pencanangan wisata
halal bagi kawasan wisata Danau Toba. Dalam hal ini, masyarakat tidak dapat menerima
istilah “halal”. Opini publik pun bergerak secara bebas di media sosial, perseteruan seperti
tak bisa dikendalikan. Padahal, pemerintah daerah bermaksud meningkatkan pendapatan
daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba. Sayangnya, kedua
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alasan itu cenderung tenggelam di tengah polemik yang berlangsung. Padahal, data pada
2018 menunjukkan besarnya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Danau Toba,
yaitu sebanyak 140 juta, dan pada 2026 diperkirakan akan mencapai 230 juta wisatawan.
Dengan proyeksi peningkatan tersebut, tentu sangat masuk akal apabila muncul keinginan
untuk mengembangkan wisata halal di Danau Toba, antara lain dengan melengkapi sarana
serta prasarana bagi wisatawan Muslim yang datang ke Danau Toba, seperti ketersediaan
tempat salat, makanan (mencantumkan label halal), dan lain sebagainya.

Penolakan ini secara tak langsung merupakan gambaran dari tidak tuntasnya proses
komunikasi antara komunikator (pemerintah) dengan komunikan (masyarakat di kawasan
wisata Danau Toba). Pada konteks ini, pemerintah nampaknya tak menganalisis khalayak
sehingga pesan tidak dirancang sedemikian rupa serta disampaikan tidak secara persuasif.
Alih-alih meyakinkan masyarakat bahwa pencanangan wisata halal dapat mendatangkan
manfaat ekonomi baik bagi mereka maupun daerah, yang terjadi justru ‘kekaburan’ dalam
memahami kata “halal” (logos).

Kata “halal” yang bagi penganut Islam mengandung segala kebaikan, tentunya bisa
ditafsirkan secara berbeda bagi penganut selain Islam, dan hal ini pun sangat wajar, sebab
kata tersebut bisa saja dipolitisir sehingga pemaknaannya pun bisa mengalami pergeseran
(dari baik menjadi kurang baik). Karena mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi, apa
yang hendaknya dilakukan adalah membangun ruang-ruang persuasif sehingga pesan dan
makna yang tersimpan di dalamnya dapat dipahami dan tidak disalahartikan.

Artinya, logos saja ternyata tidak cukup, meskipun argumentasi yang telah diajukan
pemerintah sangat masuk akal (rasional) (Demirdogen 2016; Finlayson and Martin 2008;
Price-Thomas and Turnbull 2018). Namun demikian, pencanangan wisata halal Danau Toba
yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, dan pada akhirnya
akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat justru berujung menjadi polemik
tak terkendali baik di media massa maupun media sosial. Lebih jauh, pemakaian kata halal
juga mengindikasikan rendahnya pemahaman pemerintah daerah pada kearifan lokal yang
hidup serta berkembang di tengah masyarakatnya. Hampir seluruh wacana dan perdebatan
di media massa dan media sosial yang berlangsung menunjukkan kata “halal” sebagai pemicu
timbulnya penolakan masyarakat. Artinya, diksi halal memang tidak tepat jika digunakan
pada latar belakang masyarakat di sekitar Danau Toba yang mayoritasnya beragama Kristen
dan memiliki kebiasaan (tradisi) yang sangat bertentangan dengan kata halal (mengkonsumsi
daging babi).
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Polemik ini pada sisi lain, secara tak langsung memperlihatkan ketiadaan unsur etos di
sisi pemerintah selaku komunikator, terutama di mata masyarakat sekitar Danau Toba.
Artinya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi belum mempunyai kredibilitas di mata
masyarakat di sekitar Danau Toba. Sebab itulah, yang muncul bukan dialog, namun reaksi
yang diungkapkan dengan berbagai bahasa (Johansen and Nielsen 2011; Russmann and
Lane 2016). Padahal, polemik niscaya ‘dapat terkendali’ apabila proses komunikasi dapat
berlangsung dua arah dan berkesinambungan, yang utamanya mewujud ke dalam bentuk
dialog. Bahkan, sekalipun dialog tidak mampu menyelesaikan masalah, tetapi pendekatan
tersebut dapat menunjukkan adanya upaya pemecahan masalah secara proporsional, tanpa
melulu melibatkan dimensi emosi.

Selain itu, dimensi pathos juga tidak nampak dalam proses komunikasi yang terjadi antara
pemerintah daerah dengan masyarakat di sekitar Danau Toba. Apa yang cenderung muncul
bukan merupakan upaya persuasif dalam mengajak dan mengedukasi masyarakat, tapi
cenderung menonjolkan otoritasnya sebagai kepala daerah dengan gaya komunikasi top-
down (Bakir et al. 2019; Koa 2018). Padahal, proses komunikasi politik yang terjadi (antara
pemerintah dengan masyarakat di sekitar Danau Toba) dapat menjadi momentum bagi
pemerintah (Edy Rahmayadi) untuk mendekatkan diri dengan konstituennya (rakyat) (Kim
and Krishna 2018; Wardani 2019). Artinya, perbedaan pendapat dapat saja menjadi ‘berkah’
tersendiri baik bagi pemimpin maupun masyarakat yang dipimpinnya. Tentu ada banyak
contoh bisa disebutkan mengenai bagaimana perbedaan pendapat bisa membawa berkah,
salah satu yang terpenting adalah Pancasila, yang proses kelahirannya senantiasa diwarnai
perbedaan pendapat.

Oleh karena itu, akan sangat bijaksana jika gubernur mampu melakukan pendekatan
persuasif (alih-alih otoritatif) sehingga mampu menciptakan rasa saling percaya satu sama
lain. Apabila kepercayaan telah terbangun satu sama lain, niscaya proses komunikasi dan
dialog dapat terbangun dan diupayakan secara perlahan. Bagaimanapun juga, komunikasi
dalam bentuk dialog (dua arah timbal balik) hanya mungkin terlaksana apabila partisipan
sudah bisa membangun rasa saling percaya satu sama lain (Head 2012; Huang et al. 2017;
Thomas, Zolin, and Hartman 2009).

SIMPULAN
Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, pejabat publik (politisi) dituntut

memiliki kompetensi dalam komunikasi politik, terutama kemampuan dalam memahami
khalayak atau konstituennya. Perbedaan latar belakang khalayak menjadikan kompetensi
ini sangat penting sehingga komunikator bisa merancang pesan dengan baik dan terhindar
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dari salah penafsiran. Selain kemampuan memahami (menganalisis) khalayak, aspek lain
yang juga penting ialah memiliki bukti dalam presentasi yang diwakili oleh ethos, pathos,
dan logos. Dengan ethos, komunikator bisa menjadi sosok yang kredibel (bisa dipercaya)
oleh konstituennya sehingga akan mempermudah penyampaian argumentasi (logos) pada
suasana persuasi yang ingin dibangun (pathos). Tanpa kompetensi-kompetensi tersebut,
amat mungkin disalahartikan dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

SARAN
Penelitian ini berlangsung dalam setting komunikasi politik, terutama yang terjadi antara

pemerintah dengan masyarakat di daerah sekitar kawasan wisata Danau Toba. Topik pada
penelitian ini sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut, misalnya mengelaborasi peran
opinion leader yang bisa menjadi mediator dalam mengupayakan dialog, atau dapat juga
menggunakan setting komunikasi lainnya, atau dengan menganalisis potensi wisata halal
bagi kawasan wisata Danau Toba. Bagi pemerintah, tentunya perlu mengedepankan aspek
persuasi dalam mengkomunikasikan suatu kebijakan alih-alih menggunakan pendekatan
otoritatif, terlebih pada masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal (tradisi)
yang sudah hidup turun temurun.
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